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PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

NOMOR 4 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 
Menimbang :  a. bahwa dasar hukum pemungutan retribusi pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan dan 

diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. bahwa dengan bertambahnya objek retribusi pelayanan 

kesehatan dan adanya perkembangan keadaan yang menuntut 

adanya penyesuaian tarif retribusi guna meningkatkan kualitas 
pelayanan kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 

Nomor 7); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2012 Nomor 3 seri D); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

dan 

BUPATI BANDUNG BARAT 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 

6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13, angka 14 diubah, dan angka 18 dihapus, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 

2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat 

daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang 

penyelenggaraan kesehatan. 

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bandung Barat. 
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7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis. 

8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan 

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan 

penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau 

masyarakat. 

9. Pelayanan Kesehatan adalah salah satu pelayanan publik berupa upaya 

kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

10. Puskesmas adalah unit pelaksana fungsional pada Unit Pelaksana Teknis 
Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan di 

suatu wilayah kerja. 

11. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang 
merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian 

tugas Puskesmas. 

12. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang 
dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor 

dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga 

yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu 
melaksanakan kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum 

terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil. 

13. Balai Pengobatan adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang 

memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, serta dipimpin oleh minimal 

seorang dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktik sebagai 

penanggung jawab. 

14. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah 

perangkat daerah yang berupa sarana kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

15. Laboratorium kesehatan adalah salah satu pelayanan publik yang 

diselenggarakan pemerintah daerah dalam rangka menguji zat-zat untuk 
menunjang upaya kesehatan. 

16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah atas pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh subjek retribusi. 

17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

18.  Dihapus. 

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 

 



5 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
bidang retribusi daerah. 

24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut 

penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 

yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

25. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

26. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

27. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 

oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah. 

28. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada 

bank yang ditetapkan. 

29. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan 
Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah , sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut; 

 

Pasal 3 

(1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di 

Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, 
Laboratorium, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan 

kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan 

pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, 

BUMN, BUMD dan pihak swasta.  

 


